TES KESEHATAN (keperawanan) SEBAGAI SYARAT CALON ISTERI ANGGOTA TENTARA NASIONAL DI KODAM XIV/HASANUDDIN MAKASSAR (perspektif hukum islam) by Sahrir, Hasri Ani & Supardin, Supardin
 
663 
TES KESEHATAN (keperawanan) SEBAGAI SYARAT CALON 
ISTERI ANGGOTA TENTARA NASIONAL DI KODAM 
XIV/HASANUDDIN MAKASSAR (perspektif hukum islam) 
 
Hasriani, Supardin 
Universitas islam negeri (UIN) Alauddin Makassar 
Email: anihalimh@gmail.com  
Abstrak 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana seorang wanita yang akan 
melansungkan perkawinan dengan prajurit TNI, mereka harus melalui beberapa 
tahap tes kesehatan yang di dalamnya termasuk tes keperawanan. Dimana alquran, 
as-sunnah maupun para sahabat nabi tidak menganjurkan hal tersebut karena hal 
inilah yang menjadi alasan peneliti perlunya mengkaji dalam perspektif hukum 
Islam. Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan yang dilakuakan pendekatan Syar’i, Yuridis, Sosiologi hukum 
Islam, sumber data dari Bintal Kodam XIV/Hasanuddin Makassar, dan 
menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, 
dokumentasi dan penelusuran referensi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang 
dilakukan yakni identifikasi data, reduksi data, dan editing data. Hasil penelitian 
ini, bahwa latar belakang dilakukannya tes keperawanan bagi calon istri anggota 
TNI adalah sebagai bentuk kepedulian atasan kepada prajuritnya agar memiliki 
istri yang bermoral, hal ini juga ditujukan untuk mencegah tindakan asusila 
dikalangan prajurit dan calon istrinya, dan prajurit beserta calon istrinya harus 
memiliki kesehatan yang baik sehingga tidak mengganggu suami dalam bertugas. 
Tinjauan hukum islam melalui metode ma’nawiyah terhadap tes keperawanan 
sebagai syarat calon istri anggota TNI telah memenuhi prinsip kemaslahatan, serta 
harus memenuhi beberapa syarat dalam prosesnya agar terhindar dari 
kemudaratan.  
Kata Kunci: Tes Kesehatan, tes keperawanan, Perspektif Hukum Islam.  
 
Abstract 
This researcher examines how a woman who is going to marry a TNI soldier must 
go through several stages of a medical test which includes a virginity test. Where 
the Koran, as-sunnah and the companions of the Prophet do not recommend this 
because this is the reason researchers need to study it in the perspective of 
Islamic law. To complete this research, the researcher used a qualitative method 
with an approach that was carried out by the Syar'i approach, juridical, sociology 
of Islamic law, data sources from Bintal Kodam XIV / Hasanuddin Makassar, and 
used data collection methods by means of interviews, observation, documentation 
and reference searches. Furthermore, the data processing techniques used were 
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data identification, data reduction, and data editing. Researchers found that the 
background of conducting virginity tests for future wives of TNI members is a 
form of superior concern for their soldiers to have moral wives, this is also aimed 
at preventing immoral acts among soldiers and their future wives, and soldiers 
and their future wives must have good health so that do not disturb the husband 
on duty. Review of Islamic law through the ma'nawiyah method of virginity tests 
as a requirement for prospective wives of TNI members to meet the principle of 
benefit, and must meet several conditions in the process in order to avoid fade. 
Keywords: Health test, virginity test, Islamic Law Perspective. 
 
A. Pendahuluan  
 Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia hidup didunia berpasang 
pasang-pasangan, Allah menciptakan wanita dan laki-laki, untuk menghalakan 
hubungan ini maka jalannya adalah perkawinan atau pernikahan. Perkawinan 
merupakan jalan allah untuk menghalakan hubungan wanita dan laki-laki dan juga 
menghalakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan serta jalan allah 
untuk manusia memiliki keturanan. 
 Di dalam Undang-undang No I Tahun 1974 Bab I pasal I menjelaskan 
bahwa: 
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”1 
 
Sedangkan didalam buku Dra. M.M. Nilam Widyarini, M.Si yang berjudul 
Menuju perkawinan harmonis  ia menjelaskan perkawinan adalah untuk memiliki 
teman hidup yang dicintai dan mendapatkan kepuasan psikologis dari hubungan 
tersebut.2 
Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : 
1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 
3. Adanya dua orang saksi 
 
1Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 
2Widyarini Nilam. Menuju Perkawinan Harmonis, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 
2002) h. 99. 
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4. Sighat akad nikah 
Sedangkan syarat sah perkawinan mempelai laki-laki dan wanita yaitu: 
1. Syarat pengantin pria 
a. Calon suami beragama islam 
b. Terang ( jelas ) bahwa calon suami itu betul laki-laki 
c. Orangnya diketahui dan tertentu 
d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon 
istrinya halal baginya. 
e. Calon suami relah ( tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu 
f. Tidak sedang melakukan ihram 
g. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri 
h. Tidak sedang mempunyai istri empat 
2. Syarat pengantin wanita 
a. Beragama islam atau ahli kitab 
b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa ( banci ) 
c. Wanita itu tentu orangnya 
d. Halal bagi calon suami 
e. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa idah 
f. Tidak dipaksa / ikhtiyar 
g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah3 
Adapun untuk persyaratn pada Tentara Nasional Indonesia, Selain syarat 
yang di atas terdapat beberapa persyarat yang harus di penuhi oleh calon istri 
prajurit TNI, selain dari persyaratan administrasi yang berpedoman pada 
Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 469/VII/2017 juga harus 
memenuhi beberapa serangkain yaitu tes psikolog, tes bela Negara, tes 
wawancara, dan tes kesehatan (termaksud tes keperawanan). 
Sebenarnya pada masyarakat sipil mengartikan tes keperawanan yang akan 
dilakukan oleh calon istri prajurit TNI merupakan pembuktian bahwa perempuan 
itu adalah wanita baik-baik yang bermoral dan apabila terbukti tidak seperti itu 
 
3Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Prenadamedia Grub, 2003). h. 33-
39. 
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maka ia tidak bisa menjadi istri seorang prajurit TNI, tetapi faktanya hal ini hanya 
diperuntukkan untuk mengetahui ada tidaknya pemyakit wanita itu walaupun 
memang selain itu untuk mengetahu selaput darahnya jika pun terbukti robek 
karena hubungan badan jika calon suaminya menerimanya maka ia tetap bisa 
melanjutkan perkawinannya tanpa ada sanksi apapun. 
Dalam al-quran terdapat terdapat Surah yang melarang bagi kaum wanita 
agar tidak memperlihatkan aurat karena dianggap melanggar syariat islam karena 
setiap wanita memiliki batas ketentuan aurat yang tidak boleh di perlihatkan 
dihadapan orang tertentu yang bukan muhrimnya. Penjelasan ini berbeda dengan 
persyaratan untuk menjadi calon istri prajurit TNI yang dimana syarat ini 
melanggar surah diatas karena pada tes ini wanita akan diperiksa yang dokternya 
tidak hanya seorang perempuan dan yang diperiksa pun sudah tentu hal yang 
termaksud aurat, disamping itu justru tes kesahatan yang termasuk keperawanan 
ini memberi manfaat bagi calon suami agar menerima kekurangan pasangannya, 
mengurangi perzinahan antara anggota TNI dan pasangannya, menjaga 
kerhormatan pasangannya dan menjaga nama baik intansi TNI, serta terhindar 
oleh penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena hal tersebut. 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai tes kesehatan ( keperawanan ) sebagai Syarat 
Calon Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia di Kodam XIV/HASANUDDIN 
MAKASSAR  (Perspektif Hukum Islam) dikarenakan mengingat pergaulan bebas 
di kalangan remaja pada saat ini begitu sangat mengkhawatirkan apa lagi seorang 
perempuan yang akan menjadi istri prajurit TNI tugas dan tanggung jawabnya 
tidak sama seperti calon istri pada masyarakat biasa, sehingga hal ini menjadi 
perhatian dan bentuk kepedulian atasan terhadap prajuritnya sehingga ini menjadi 
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B. Metode Penelitian 
Peneliti ini mengkaji tentang bagaimana seorang calon istri prajurit yang 
akan menika dengan prajurit TNI diharuskan melakukan tes kesehatan yang di 
mana di dalamnya termasuk tes keperawanan. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif dengan pendekatan yang dilakuakan adalah Syar’i, Yuridis, Sosiologi 
hukum islam, istri anggota TNI dan sumber data dari Bintal Kodam 
XIV/Hasanuddin Makassar. Kemudian Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan 
penelusuran referensi. Dan pengolahan data yang dilakukan yakni identifikasi 
data, reduksi data, dan editing data. 
C. Hasil dan Pembahasan  
1. Latar Belakang di lakukannya Tes kesehatan (keperawanan) Bagi 
Calon Istri prajurit TNI 
Peneliti melakukan wawancara secara langsung pada tanggal 30 
Juli 2020 yang menjadi narasumber yaitu Kapten Mujib. Wawancara ini di 
lakukan melalui proses secara langsung dengan memberikan pertanyaan 
secara langsung seputar tes kesehatan (keperawanan) ke kapten Mujib. 
Dalam proses Tanya jawab  ini peneliti telah mendapatkan data yang 
memang dibutuhkan akan tetapi tidak semua pertanyaan di jawab dengan 
baik, pertanyaan yang seputar dasar hukum tidak terjawab serta mengapa 
tes kesehatan ini dilakukan pertama kali. Meskipun begitu narasumber 
memberi jawaban bahwa di dalam menganalisis adapun data yang telah 
diperoleh bahwa narasumber mengetahui bahwa tes kesehatan 
(keperawan) ini berlaku pada seluruh kesatuan baik AD, AL, dan AU. 
kemudian narasumber mengatakan bahwa tes kesehatan (keperawanan) 
ialah tujuaannya agar prajurit mengetahui kekurangan calon istri sebelum 
menikah, dan tes ini dilakukan sebagai bentuk mencegah kepada hal yang 
tidak diinginkan, terlebih lagi bahwa keperawan merupakan sesuatu yang 
harus dijaga.  
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Pada tanggal 2 Agustus 2020 peneliti melakukan serangkaian 
Tanya jawab  secara  langsung terhadap Hasnaini selaku pegawai dari 
Bintal (Bimbingan mental) Tanya jawab ini dilakukan dengan 
menyampaikan pertanyaan kepada narasumber yang kemudian pertanyaan 
ini dijawab langsung. Dalam Tanya jawab peneliti telah menyediakan 
beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan sehinggap dapat menyusun 
skripsi ini dengan baik dan adapun perbandingan dari beberapa penelitian 
sebelumnya, adapun data yang telah diperoleh dari narasumber bahwa 
narasumber tidak mengetahui dasar hukum dari tes kesehatan 
(keperawanan), dalam hal ini tidak semua calon istri prajurit  TNI 
memperhatikan dasar hukumnya dalam mengajukan syarat nikah untuk 
calon dan prajurit TNI, akan tetapi narasumber memberi jawaban 
bahwasanya tes ini dilaksanakan di seluruh Angkatan, sama dengan 
tanggapan saat wawancara pertama. Ketika wawancara narasumber tidak 
menjawab apa madsud dan tujuan dari tes tersebut, narasumber hanya 
menjawab bagai mana dan dimana tes itu berlangsung, sebenarnya hal ini 
adalah pemeriksaan kesehatan tubuh yang dilakukan berdasarkan kemauan 
sendiri tanpa paksaan.  
Narasumber juga menyampaikan meskipun pemeriksaan ini 
dilakukan tanpa adanya pendekatan emosional tetapi ia mengatakan tidak 
bermasalah meski diperiksa pada bagian organ intimnya karena 
sebelumnya juga ia telah mengetahui tahap ini akan dilalui jika ingin 
menjadi istri dari seorang prajurit selain itu narasumber juga tahu betul hal 
itu dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui ada tidaknya 
penyakit sekaligus untuk memeriksa selaput darah. Narasumber juga 
mengaku tak begitu memahami hukum militer tapih ia mengetahui apabila 
hasil tes tersebut menunjukkan perempuan itu masih perawan atau sudah 
tidak perawan tetapi calon suaminya pun tetap menerima. 
Meskipun para peneliti sebelumnya berpendapat beda namun ada 
yang berpendapat hal ini melanggar undang- undang sebagai mana yang di 
temukan pada beberapa penelitian sebelumnya bahwa tes kesehatan 
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(keperawanan) terutama bagi calon isteri prajurit TNI, adapun undang- 
undang memperbolehkan  tes keperawanan ini yaitu Undang-Undang  
pasal 46 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU 
Perkawinan No. 1 Tahun.4 
Dimana dalam menanggapi suatu hal tentang tes kesehatan 
(keperawanan) dalam hal ini ada juga yang berpendapat bahwa tes ini 
melanggar hak asasi manusia (HAM), akan tetapi peneliti  tidak sepaham 
terhadap peneliti sebelumnyaa, dikarenakan apabila dilihat pada pasal 21 
Undang- Undang No 39 Tahun 1999, yang berbunyi pasal ini hanya 
mendeskripsikan tidak boleh menjadi bahan  penelitian tanpa adanya 
kemauan dari orang tersebut, dikarenakan tes kesehatan (keperawanan) 
bukan benda penelitian akan tetapi bagian dari tes kesehatan, namun dari 
uraian wawancara yang telah peneliti dapatkan tes kesehatan 
(keperawanan) bermanfaat dan sekaligus mencegah penularan penyakit 
pada alat reproduksi.5  
Melihat latar belakang dilakukannya tes kesehatan (keperawanan) 
ini sebagai mana yang diperoleh dari penyusun melakukan pengapsahan 
dari beberapa pasal yang berkaitan denagan tes kesehatan (keperawanan) 
dan adapula dari narasumber bahwa tak semua pertnyaan dari peneliti 
terjawab oleh narasumber. 
 
2. Analisis Hukum Islam Tentang Tes Kesehatan (Keperawanan) Bagi 
Calon Istri Anggota TNI 
 Hakikatnya tes kesehatan (keperawanan) adalah salah satu 
prosedur untuk menjadi calon istri prajurit TNI, akan tetapi di dalam 
alquran tidak ada yang menganjurkan tes keperawanan ini sebagai syarat 
nikah .Dengan demikian adapun dalil yang yang tidak sepaham dengan  
tes keperawanan ini dikarenakan tes ini mempertontonkan aurat 
 
4Pasal 46 PP No. 9 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 
5Pasal 21 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 
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wanita,namun adapun didalam tes keperawanan  mengandung 
kemaslahatan memandang banyak tindakan asusila terhadap kaum 
perempuan sehingga adanya tes kesehatan (keperawanan) ini sangat 
membantu mengurangi pergaulan bebas. Mengingat itu semua peneliti 
penasaran tentang bagai mana pandangan hukum islam dalam menanggapi 
tes kesehatan (keperawanan). Sehingga ada beberapa dalam yang tertuang 
dalam pembahasan tersebut : 
Pertama surah (QS. An-Nur [24]: 31)6 yang berbunyi: 
ْينَتَُهنَّ اَِّلَّ َما ظَ  ْيَن زِّ نَّ َويَْحفَْظَن فُُرْوَجُهنَّ َوََل يُْبدِّ هِّ ْن اَْبَصارِّ ٰنتِّ يَْغُضْضَن مِّ ْبَن َوقُْل ل ِّْلُمْؤمِّ ْنَها َوْليَْضرِّ َهَر مِّ
ْينَتَُهنَّ اَِّلَّ لِّبُعُْولَتِّهِّ  ْيَن زِّ  َوََل يُْبدِّ
نََّّۖ نَّ َعٰلى ُجيُْوبِّهِّ هِّ نَّ بُِّخُمرِّ نَّ اَْو اَْبنَۤاءِّ بُعُْولَتِّهِّ نَّ اَْو اَْبنَۤاىِٕهِّ نَّ اَْو ٰابَۤاءِّ بُعُْولَتِّهِّ نَّ اَْو ٰابَۤاىِٕهِّ
نَّ اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُهنَّ  نَّ اَْو نَِّسۤاىِٕهِّ نَّ اَْو بَنِّْيْٓ اََخٰوتِّهِّ نَّ اَْو بَنِّْيْٓ اِّْخَوانِّهِّ ْيَن َغاَْو اِّْخَوانِّهِّ َن  اَوِّ التّٰبِّعِّ ْربَةِّ مِّ ْيرِّ اُولِّى اَْلِّ
نَّ لِّيُْعلَمَ  ْبَن بِّاَْرُجلِّهِّ ْيَن لَْم يَْظَهُرْوا َعٰلى َعْوٰرتِّ الن َِّسۤاءِّ ََّۖوََل يَْضرِّ ْفلِّ الَّذِّ َجالِّ اَوِّ الط ِّ   الر ِّ
نََّّۗ ْينَتِّهِّ ْن زِّ َما يُْخفِّْيَن مِّ
نُْوَن لَعَ  ْيعًا اَيُّهَ اْلُمْؤمِّ ِّ َجمِّ ا اِّلَى ّٰللاّٰ  ٣١لَّكُْم تُْفلُِّحْوَن َوتُْوبُْوْٓ
Terjemahannya: 
“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka 
menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, 
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau 
putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 
putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan 
mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka”. 
 
Dalam hal Tes kesehatan (keperawanan) melalui metode ini 
melakukan dengan membuka atau memperlihatkan aurat wanita, pada 
dasarnya aturan dalam alquran yang hanya bisa melihat aurat adalah 
muhlrim/suami sedangkan memperlihatkan selain dari itu merupakan hal 
yang dilarang dalam agama islam, dikarnakan wanita mempunyai batasan-
 
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. 
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batasan aurat yang tidak semestinya diperlihatkan orang lain kecuali ada 
hal yang darurat (penanganan medis).7 
Kedua, surah (QS.Al- Hujurat [49]: 12 )8 yang berbunyi : 
ََل تََجسَّسُْوا َوََل  َن الظَّن َِّّۖ اِّنَّ بَْعَض الظَّن ِّ اِّثٌْم وَّ ْيَن ٰاَمنُوا اْجتَنِّبُْوا َكثِّْيًرا م ِّ بُّ  ٰيْٓاَيَُّها الَّذِّ يَْغتَْب بَّْعُضكُْم بَْعًضاَّۗ اَيُحِّ
ْيٌم  حِّ اٌب رَّ َ تَوَّ َ َّۗاِّنَّ ّٰللاّٰ ْهتُُمْوهَُّۗ َواتَّقُوا ّٰللاّٰ ْيهِّ َمْيتًا فََكرِّ  ١٢اََحدُكُْم اَْن يَّأْكَُل لَْحَم اَخِّ
Terjemahannya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, 
sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-
cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, 
Maha Penyayang.” 
 
Meskipun begitu ada tujuan tersendiri dilakukannya tes kesehatan 
(keperawanan) yaitu untuk menghindarkan kita dari zina, namun pada 
hakikatnya islam pun dapat meminimalisir untuk terhindar dari perbuatan 
zina tersebut diantaranya: 
a. Menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. 
b. Menutup aurat (tidak berpakaian terbuka dan ketat). 
c. Tidak berkhalwat (berduan di tempat sunyi). 
Berdasarkan hasil dari peneli di tinjau dari beberapa langkah-
langkah bahwa dijelaskan dalam alquran bahwasanya hal tersebut anjuran 
dari sang pencipta maka dari itu agar umat Islam terhindar dari perbuatan 
zina.  
Pertama, menurut peneliti bahwasanya tes kesehatan 
(keperawanan) walaupun mesti tidak berada pada eksistensi agama islam 
keseluruhan akan tetapi dalam hal ini pula dapat memelihara eksistensi 
agama islam secara patrikular.  
 
7 Skripsi, Aina Nurliana, Aurat dan pakaian Wanita dalam persfektif  pemikiran syaikh 
Abdul Wahhab Tawilah dan Quraish Shihab, Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, 2018,h.30-
31. 
8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. 
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Kedua, memelihara jiwa, Dalil yang peneliti gunakan adalah 
(QS.Al-Isra [17]: 32)9 yang berbunyi: 
َشةً ََّۗوَسۤاَء َسبِّْيًًل َوََل تَْقَربُوا الز ِّ   ٣٢ٰنىْٓ اِّنَّٗه َكاَن فَاحِّ
  Terjemahannya 
“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” 
 
 Dalam hal ini tidak beda jauh dengan tes kesehatan (keperawanan) 
yang dilakukan intansi TNI karena ini merupakan salah satu bentuk 
menjaga kehormatan wanita (calon istri) anggotanya dan nama 
instansinya. Perzinahan ketika dilakukan akan merusak kehormatan 
seorang perempuan, adanya hal ini prajurit TNI harus bersikap dan 
berperilaku baik dalam berkelompok dalam intansi TNI.  
 Dilihat dari pandangan seperti ini dimana manusia hanya tunduk 
pada peraturan yang dibuat oleh atasannya bukan yang dibuat oleh Allah 
SWT karena kenapa peraturan yang dibuat oleh manusia sansinya tertera 
dan langsung terproses sedangkan sansi dari Allah tidak tertera sehingga 
itu manusia hanya mempedulikan peraturan dan tunduk pada peraturan 
tersebut. 
 Keempat, memelihara keturunan. Dalam hal ini menjaga kehormatan 
dan menhindarkan diri dari perzinahan sebagai bentuk mengaplikasikan 
untuk memelihara keturunan dan menjaga keutuhan keluarga, dikarenaka 
dalam islam kita dianjurkan untuk memilih pasangan hidup yang baik 
ahlaknya dan baik jiwa keturunannya sehingga itu perlu dipahami secara 
makna bahwasanya Islam memang menganjurkan menikahi wanita yang 
baik dan taat agamanya. Seperti pada dalil dibawah ini:  
(QS. An-Nur[24]:3) yang berbunyi: 
لَِّك  َم ذََٰ ٌك ۚ َوحُ ر ِّ ُحَهآ إَِّلَّ َزاٍن أَْو ُمْشرِّ انِّيَةُ ََل يَنكِّ َكةً َوٱلزَّ ُح إَِّلَّ َزانِّيَةً أَْو ُمْشرِّ انِّى ََل يَنكِّ ٱلزَّ
نِّينَ    َعلَى ٱْلُمْؤمِّ
 
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya. 
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  Terjemahannya:  Laki-laki yang berzina tidak mengawini 
melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang 
berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-
orang yang mukmin. 
  Ayat ini mengharuskan menghindari perzinaan terlebih jika ingin 
dijadikan pasangan hidup. Ayat ini mengatakan laki- laki pezina yakni kotor 
tidak layak menikahi seorang wanita yang suci seperti halnya perempuan 
pezina tidak layak menikahi laki- laki yang suci, hal ini diharamkan tidak 
pantas terjadi atas orang- orang yang beriman sebagai mana yang arti dari 
ayat diatas.  
  Kelima, pemeliharaan harta, karena islam sendiri menganggap 
wanita adalah perhiasan dunia sehingga itu harus memilih wanita yang 
salihah. Pemeriksaan tes keperawanan diutamakan dilakukan oleh dokter 
perempuan atau perawat perempuan muslimah, sebagai mana penjelasan di 
atas bahwa yang terliahat adalah aurat maka sebgaimana yang harus 
memeriksanya adalah wanita. Alasannya kenpa harus perempuan 
dikarnakan tidak menimbulkan trauma bagi wanita karna bagian yang akan 
diperikasa adalah bagian yang sensitive. Yakni serangkaian dari tes ini 
selain melanggar syariat Islam adapula dalil yang menganjurkan 
dikarenakan melihat latar belakan banyaknya pergaulan bebas di kalangan 




  Berdasarkan uraian diatas diatas peneliti menarik kesimpulan sebagai 
berikut: Bahwa tes kesehatan (keperawanan) dilakukan selain untuk 
mengetahui sel selaput darah atau keperawanan dari setiap wanita yamg akan 
menjadi istri dari prajurit TNI tersebut juga dengan maksud utama untuk 
mengetahui kesehatan calon istri prajurit TNI dengan jalan pemeriksaan pada 
area kemaluan wanita, jadi disimpulkan bahwa Latar belakang dilakukannya 
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tes keperawanan bagi calon istri anggota TNI adalah sebagai bentuk kepedulian 
atasan atau kepala intansi TNI agar anggotanya memiliki istri yang bermoral, 
untuk mencegah kekerasan asusila pada perempuan dan 
menghindarkan/menjauhkan dari perbuatan zina dan seorang istri prajurit harus 
memiliki kesehatan yang baik karena bisa saja sewaktu-waktu ditinggal oleh 
suami dalam melaksanakan dinas, sehingga tidak menggangu suami dalam 
melaksanakan tugas dinasnya. 
  Sedangkan dalam pandangan hukum Islam ma’nawiyah mengenai hukum 
terhadap tes keperawanan sebagai syarat calon istri anggota prajurit TNI telah 
memenuhi prinsip kemaslahatan sehingga bisa dapat dilakukan tetapi 
disamping itu ada hal yang perlu juga dipenuhi yaitu harus serta memenuhi 
beberapa syarat dalam prosesnya agar terhindar dari mudarat. Sehingga tes 
keperawan merupakan hal yang dapat dilakukan tanpa takut melanggar hukum 
islam yang berlaku. 
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